BAB YV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti maka dapat
ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana ini telah dilakukan sesuai
dengan prosedur hukum acara pidana yang berlaku, yakni dengan melalui
tahap penerimaan laporan, penyelidikan awal, penetapan tersangka,
pemeriksaan saksi dan korban, hingga pengumpulan alat bukti lainnya
guna memperkuat berkas perkara. Penyidik Polres Kota Bengkulu
menunjukkan keseriusan dan profesionalisme dalam menangani kasus
ini.

2. Faktor — faktor penghambat dalam upaya pengungkapan tindak pidana
penggelapan dalam jabatan kasus penggelapan dalam jabatan ini cukup
rumit, memerlukan analisis mendalam terhadap banyak bukti dan
pemeriksaan dengan empat saksi. Proses pemeriksaan memakan waktu,
dan beberapa saksi merasa cemas karena kurang paham hukum. Di
samping itu tersangka yang menghindar, menambah ketidakpastian, dan
menghambat proses penyidikan. Oleh karena itu diperlukan strategi yang

lebih efektif untuk menghadap tantangan ini.
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B. Saran

Berdasarkan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini, penulis

memberikan saran sebagai berikut :

1.

Kepada pihak kepolisian peningkatan proses penyidikan, meskipun
proses penyidikan yang dilakukan oleh SatReskrim polres Kota
Bengkulu sudah sesuai dengan KUHAP, disarankan untuk terus
melakukan evaluasi berkara terhadap prosedur yang ada penambahan tim
saat melaksanakan penyidikan. Hal ini untuk memastikan semua
Langkah penyidikan berjalan efektif dan efisien, serta mengikuti
perkembangan hukum yang berlaku.

Kepada pihak PT. TRI PRATAMA PERMAI

Kembangkan kebijakan yang jelas dan tegas mengenai penggelapan.
Buat standar operasional prosedur (SOP) yang ketat untuk semua
transaksi keuangan dan proses yang berkaitan dengan kekuasaan jabatan.
ciptakan budaya mendorong keterbukaan dan komunikasi di kantor.
Ekstraauditor atau auditor dari luar untuk meningkatkan tranparansi dan
akuntabilitas dalam pengolaan keuangan. Bekerja sama dengan penasihat

hukum untuk memastikan kepatuhan terhadap pertaturn yang berlaku.



